WALIKOTA KEDIRI

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR 2 TAHUN 2009
TENTANG

TATA CARA DAN MEKANISME PEMBAYARAN
GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) PEMERINTAH KOTA KEDIRI

Menimbang a.

Mengingat

1

AWAL TAHUN ANGGARAN 2009

WALIKOTA KEDIRI

bahwa perubahan Struktur Organisasi Perangkat
Daerah Pemerintah Kota Kediri sesuai dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 belum
diikuti dengan penataan personil, maka untuk
pembayaran gaji bulan Januari 2009 perlu diatur dalam

Peraturan Walikota;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a , perlu menetapkan
Peraturan Walikota tentang Tata Cara dan
Mekanisme Pembayaran Gaji Pegawai Negeri Sipil
(PNS) Pemerintah Kota Kediri Awal Tahun Anggaran
20009.

.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah — Daerah Kota
Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur,

Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah



Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 45);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4844);

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4438);

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik



Menetapkan :

10.

11.

12.

13.

Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun
2007 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun
Anggaran 2009;

Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 16 Tahun 2006
tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Nomor 10Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Kediri
Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lambaran Daerah
Nomor 10);

Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Kediri
dan Sekretariat DPRD Kota Kediri;

Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 5 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota
Kediri;

Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2008 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Kediri.

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA

DAN MEKANISME PEMBAYARAN GAJI PEGAWAI NEGERI
SIPIL (PNS) PEMERINTAH KOTA KEDIRI AWAL



TAHUN ANGGARAN 2009.

Pasal 1

Pembayaran Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk masing-masing
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Bendahara Pengeluaran
pembayar gaji bulan Januari 2009 adalah sebagaimana tersebut dalam

lampiran peraturan walikota ini.

Pasal 2

Pengeluaran gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 menjadi beban APBD Tahun Anggaran 2009.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 5 Januari 2009

WALIKOTA KEDIRI,
ttd

H.A. MASCHUT



LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR 2 TAHUN 2009
TANGGAL 5 JANUARI 2009

PEMERINTAH KOTA KEDIRI
DAFTAR SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) DAN BENDAHARA PENGELUARAN
PEMBAYARAN GAJI BULAN JANUARI TAHUN ANGGARAN 2009

SKPD BERDASAR PERDA
NO SKPD LAMA NO. 4 S/D 8 TH 2008 PEEEECLT:E:N NIP NPWP 5 ;"& §§¥|M
(PEMBAYAR GAJI)
1 | DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN SUJARWO, SPdMM | 510131 137 | 00.006.473.3.622.000 | 0062200286
> | KANTOR ARSIP DAN KANTOR PERPUSTAKAAN, KRISTI MARIA A 510 131 054 | 00.629.860.8.622.000 | 0062200812
PERPUSTAKAAN ARSIP DAN DOKUMENTASI
3 | DINAS KESEHATAN DINAS KESEHATAN ALFAN SUGIYANTO, | 510 140305 | 00.286.362.9.622.000 | 0062376601
SKM
4 | RSU USD GAMBIRAN RSU USD GAMBIRAN MOCH. BAIDOWI, SE | 510 116 253 | 00.286.278.7.622.000 | 0062278307
5 | DINAS PEKERJAAN UMUM | DINAS PEKERJAAN UMUM HARTONI 510 090 374 | 00.006.452.7.622.000 | 0062278048
6 | BADAN PERENCANAAN BADAN PERENCANAAN HERRY KRISMONO, | 510 131269 | 00.629.938.2.622.000 | 0062278081
PEMBANGUNAN DAERAH | PEMBANGUNAN DAERAH SE, MM
7 | DINAS PERHUBUNGAN DINAS PERHUBUNGAN, 510 098 541 | 00.286.328.0.622.000 | 0062218622
KOMINUKASI DAN INFORMATIKA | SUHARTATIK, SH
8 | DKLH DINAS TATA RUANG, 510 116 615 | 00.023.651.3.622.000 | 0062278056
KEBERSIHAN DAN
PERTAMANAN SUTRISNO, ST
KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
9 | KANTOR CAPIL DINAS KEPENDUDUKAN DAN 730 001552 | 00.034.471.3.622.000 | 0062278561
PENCATATAN SIPIL RUSANTI
10 | DINAS KESOS KB BADAN PEMBERDAYAAN 380 057 217 | 00.034.457.2.622.000 | 0062278013
PEREMPUAN DAN KELUARGA gEaJIEC}lTAWAT' S
BERENCANA




11 | DINAS DINAS SOSIAL DAN TENAGA 510 101 979 | 00.286.185.4.622.000 | 0062339551
KETENAGAKERJAAN KERJA SUMIARTI
12 | DINAS KOPERASI, USAHA | DINAS KOPERASI, USAHA 700 004 493 | 00.629.858.2.622.000 | 0062200421
MIKRO, KECIL DAN MIKRO, KECIL DAN MENENGAH | ALI, SE
MENENGAH
DINAS KEBUDAYAAN, 00.286.130.0.622.000
13 EIIE'\:?LSA EE{Z@AXBAAN DAN D D DA \E/;V AAHYUM EKOWAT|, | 050 059 744 0062278293
OLAH RAGA
14 | KANTOR KESATUAN KANTOR KESATUAN BANGSA, 510 116 534 | 00.230.526.6.622.000 | 0062278030
BANGSA, POLITIK DAN POLITIK DAN PERLINDUINGAN
PERLINDUINGAN MASYARAKAT RODIYAH
MASYARAKAT
15 | KANTOR SATUAN POLISI KANTOR SATUAN POLISI HARDJO RUKMONO, | 510134081 | 00.286.321.5.622.000 | 0062185589
PAMONG PRAJA PAMONG PRAJA SH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 00.034.644.3.622.001
16 gi&vf\p’} FE)EAREV;@SLAN DEWAN | AGUS RIYANTO, SE 510 116 370 0062278161
17 | KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH/WAKIL SUTRISNO 510 123 675 | 00.230.604.1.622.000 | 0062278625
KEPALA DAERAH KEPALA DAERAH
18 | SEKRETARIAT DAERAH SEKRETARIAT DAERAH SUTRISNO 510 123 675 | 00.230.604.1.622.000 | 0062278625
BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH SUTRISNO 510 123 675 | 00.230.604.1.622.000 | 0062278625
BAGIAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH SUTRISNO 510 123 675 | 00.230.604.1.622.000 | 0062278625
BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH SUTRISNO 510 123 675 | 00.230.604.1.622.000 | 0062278625
BAGIAN PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH SUTRISNO 510 123 675 | 00.230.604.1.622.000 | 0062278625
BAGIAN PEREKONOMIAN | SEKRETARIAT DAERAH SUTRISNO 510 123 675 | 00.230.604.1.622.000 | 0062278625
BAGIAN KESRA SEKRETARIAT DAERAH SUTRISNO 510 123 675 | 00.230.604.1.622.000 | 0062278625
BAGIAN HUMAS SEKRETARIAT DAERAH SUTRISNO 510 123 675 | 00.230.604.1.622.000 | 0062278625
BAGIAN KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH SUTRISNO 510 123 675 | 00.230.604.1.622.000 | 0062278625
BAGIAN KASDA SEKRETARIAT DAERAH SUTRISNO 510 123 675 | 00.230.604.1.622.000 | 0062278625
BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH SUTRISNO 510 123 675 | 00.230.604.1.622.000 | 0062278625
BAGIAN PERLENGKAPAN | SEKRETARIAT DAERAH SUTRISNO 510 123 675 | 00.230.604.1.622.000 | 0062278625
BAGIAN PDE SEKRETARIAT DAERAH SUTRISNO 510 123 675 | 00.230.604.1.622.000 | 0062278625
19 | SEKRETARIAT DEWAN SEKRETARIAT DEWAN 510 116 370 | 00.034.664.3.622.001 | 0062278161
PERAKILAN RAKYAT PERAKILAN RAKYAT DAERAH AGUS RIYANTO, SE
DAERAH
20 | BADAN PENGAWAS INSPEKTORAT KUSNUR MARYATI, 510 086 919 | 00.286.392.6.655.000 | 0062277572
S.Sos
21 | KECAMATAN PESANTREN | KECAMATAN PESANTREN EDY SANTOSO 132 098 000 | 00.023.601.8.622.000 | 0062278579




22 | KECAMATAN KOTA KECAMATAN KOTA KRISTIANA SAR| 510 131093 | 00.230.583.7.622.000 | 0062339535
23 | KECAMATAN MOJOROTO | KECAMATAN MOJOROTO SEKAR WIDARTI 510 117 592 | 00.034.647.8.622.001 | 0062278374
24 | DINAS PENDAPATAN DINAS PENDAPATAN, 510 076 395 | 00.151.773.9.622.000 | 0062336609
DAERAH PENGELOLAAN KEUANGAN DAN | MUJIONO, SE
ASSET
25 | KANTOR PELAYANAN KANTOR PELAYANAN 510 088 662 | 00.629.859.0.622.000 | 0062200430
PERIZINAN PERIZINAN PURWANINGSIH
26 EQEQRIL(EPEGAWAIAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PRASETYO UTOMO 510 130 996 00.629.862.4.622.000 | 0062200600
27 | DINAS PERTANIAN DINAS PERTANIAN HARIADI WS 510 134330 | 00.286.412.2.622.000 | 0062278072
KANTOR KETAHANAN PANGAN
28 | KANTOR PARIWISATA DINAS KEBUDAYAAN, 050 059 744 | 00.286.130.0.622.000 | 0062278293
PARIWISATA, PEMUDA DAN \éVAAHYUNl EKOWATI,
OLAH RAGA
29 | DINAS PASAR DINAS PENDAPATAN, 510 076 395 00.151.773.9.622.000 | 0062336609
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN | MUJIONO, SE
ASSET
30 | DINAS PERINDUSTRIAN, | DINAS PERINDUSTRIAN, 510 134 921 | 00.286.400.7.622.000 | 0062335467

PERDAGANGAN DAN
PERTAMBANGAN

DAN ENERGI KANTOR
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT

PERDAGANGAN DAN
PERTAMBANGAN DAN ENERGI
KANTOR PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT

M BETHA CANDRA
PALUPI, ST

WALIKOTA KEDIRI,

ttd

H.A. MASCHUT
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WALIKOTA KEDIRI 


PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR 2 TAHUN 2009
TENTANG
TATA CARA DAN MEKANISME PEMBAYARAN
GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) PEMERINTAH KOTA KEDIRI
AWAL TAHUN ANGGARAN 2009


WALIKOTA KEDIRI


Menimbang a. bahwa perubahan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Kediri sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 belum diikuti dengan penataan personil, maka untuk pembayaran gaji bulan Januari 2009 perlu diatur dalam Peraturan Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a , perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara dan Mekanisme Pembayaran Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Kota Kediri Awal Tahun Anggaran 2009.

Mengingat 1.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);


2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);


3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);


4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);


5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);


6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );


7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);


8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;


9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2009;


10. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lambaran Daerah Nomor 10);


11. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Kediri dan Sekretariat DPRD Kota Kediri;


12. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Kediri;


13. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Kediri.


MEMUTUSKAN:


Menetapkan :
PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA DAN MEKANISME PEMBAYARAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) PEMERINTAH KOTA KEDIRI AWAL TAHUN ANGGARAN 2009.


Pasal 1

Pembayaran Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Bendahara Pengeluaran pembayar gaji bulan Januari 2009 adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran peraturan walikota ini.


Pasal 2

Pengeluaran gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi beban APBD Tahun Anggaran 2009.


Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.


    Ditetapkan di Kediri


    pada tanggal 5 Januari 2009


WALIKOTA KEDIRI,




ttd


   H.A. MASCHUT


LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

     NOMOR 2 TAHUN 2009


         TANGGAL 5 JANUARI 2009


		[image: image1.png]

		PEMERINTAH KOTA KEDIRI


DAFTAR SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) DAN BENDAHARA PENGELUARAN


PEMBAYARAN GAJI BULAN JANUARI TAHUN ANGGARAN 2009








		NO

		SKPD LAMA

		SKPD BERDASAR PERDA NO. 4 S/D 8 TH 2008 


(PEMBAYAR GAJI)

		BENDAHARA PENGELUARAN

		NIP

		NPWP

		NO. REK BANK JATIM



		1

		DINAS PENDIDIKAN 

		DINAS PENDIDIKAN 

		SUJARWO, S.Pd,MM

		510 131 137

		00.006.473.3.622.000

		0062200286



		2

		KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN 

		KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI

		KRISTI MARIA A

		510 131 054

		00.629.860.8.622.000

		0062200812



		3

		DINAS KESEHATAN

		DINAS KESEHATAN

		ALFAN SUGIYANTO, SKM

		510 140 305 

		00.286.362.9.622.000

		0062376601



		4

		RSU USD GAMBIRAN

		RSU USD GAMBIRAN 

		MOCH. BAIDOWI, SE

		510 116 253

		00.286.278.7.622.000 

		0062278307



		5

		DINAS PEKERJAAN UMUM

		DINAS PEKERJAAN UMUM

		HARTONI 

		510 090 374

		00.006.452.7.622.000

		0062278048



		6

		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

		HERRY KRISMONO, SE, MM

		510 131 269 

		00.629.938.2.622.000

		0062278081



		7

		DINAS PERHUBUNGAN

		DINAS PERHUBUNGAN, KOMINUKASI DAN INFORMATIKA

		SUHARTATIK, SH

		510 098 541

		00.286.328.0.622.000

		0062218622



		8

		DKLH

		DINAS TATA RUANG, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN 


KANTOR LINGKUNGAN HIDUP

		SUTRISNO, ST

		510 116 615

		00.023.651.3.622.000

		0062278056



		9

		KANTOR CAPIL

		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL




		RUSANTI

		730 001 552

		00.034.471.3.622.000

		0062278561






		10

		DINAS KESOS KB

		BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA

		Dra. CITAWATI S REJEKI

		380 057 217 

		00.034.457.2.622.000

		0062278013



		11

		DINAS KETENAGAKERJAAN

		DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA

		SUMIARTI

		510 101 979

		00.286.185.4.622.000

		0062339551



		12

		DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

		DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

		ALI, SE

		700 004 493 

		00.629.858.2.622.000

		0062200421



		13

		DINAS KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN

		DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA

		WAHYUNI EKOWATI, BA

		050 059 744

		00.286.130.0.622.000

		0062278293



		14

		KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUINGAN MASYARAKAT

		KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUINGAN MASYARAKAT

		RODIYAH

		510 116 534

		00.230.526.6.622.000

		0062278030



		15

		KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

		KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

		HARDJO RUKMONO, SH

		510 134 081

		00.286.321.5.622.000

		0062185589



		16

		DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

		DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

		AGUS RIYANTO, SE

		510 116 370

		00.034.644.3.622.001

		0062278161



		17

		KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH

		KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH

		SUTRISNO

		510 123 675

		00.230.604.1.622.000

		0062278625



		18

		SEKRETARIAT DAERAH

		SEKRETARIAT DAERAH

		SUTRISNO

		510 123 675

		00.230.604.1.622.000

		0062278625



		

		BAGIAN UMUM

		SEKRETARIAT DAERAH

		SUTRISNO

		510 123 675

		00.230.604.1.622.000

		0062278625



		

		BAGIAN PEMERINTAHAN

		SEKRETARIAT DAERAH

		SUTRISNO

		510 123 675

		00.230.604.1.622.000

		0062278625



		

		BAGIAN ORGANISASI

		SEKRETARIAT DAERAH

		SUTRISNO

		510 123 675

		00.230.604.1.622.000

		0062278625



		

		BAGIAN PEMBANGUNAN

		SEKRETARIAT DAERAH

		SUTRISNO

		510 123 675

		00.230.604.1.622.000

		0062278625



		

		BAGIAN PEREKONOMIAN

		SEKRETARIAT DAERAH

		SUTRISNO

		510 123 675

		00.230.604.1.622.000

		0062278625



		

		BAGIAN KESRA

		SEKRETARIAT DAERAH

		SUTRISNO

		510 123 675

		00.230.604.1.622.000

		0062278625



		

		BAGIAN HUMAS

		SEKRETARIAT DAERAH

		SUTRISNO

		510 123 675

		00.230.604.1.622.000

		0062278625



		

		BAGIAN KEUANGAN

		SEKRETARIAT DAERAH

		SUTRISNO

		510 123 675

		00.230.604.1.622.000

		0062278625



		

		BAGIAN KASDA

		SEKRETARIAT DAERAH

		SUTRISNO

		510 123 675

		00.230.604.1.622.000

		0062278625



		

		BAGIAN HUKUM

		SEKRETARIAT DAERAH

		SUTRISNO

		510 123 675

		00.230.604.1.622.000

		0062278625



		

		BAGIAN PERLENGKAPAN

		SEKRETARIAT DAERAH

		SUTRISNO

		510 123 675

		00.230.604.1.622.000

		0062278625



		

		BAGIAN PDE

		SEKRETARIAT DAERAH

		SUTRISNO

		510 123 675

		00.230.604.1.622.000

		0062278625



		19

		SEKRETARIAT DEWAN PERAKILAN RAKYAT DAERAH

		SEKRETARIAT DEWAN PERAKILAN RAKYAT DAERAH

		AGUS RIYANTO, SE

		510 116 370

		00.034.664.3.622.001

		0062278161



		20

		BADAN PENGAWAS

		INSPEKTORAT

		KUSNUR MARYATI, S.Sos

		510 086 919

		00.286.392.6.655.000

		0062277572



		21

		KECAMATAN PESANTREN

		KECAMATAN PESANTREN

		EDY SANTOSO

		132 098 000

		00.023.601.8.622.000

		0062278579



		22

		KECAMATAN KOTA

		KECAMATAN KOTA

		KRISTIANA SARI

		510 131 093

		00.230.583.7.622.000

		0062339535



		23

		KECAMATAN MOJOROTO

		KECAMATAN MOJOROTO

		SEKAR WIDARTI

		510 117 592

		00.034.647.8.622.001

		0062278374



		24

		DINAS PENDAPATAN DAERAH

		DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET

		MUJIONO, SE

		510 076 395

		00.151.773.9.622.000

		0062336609



		25

		KANTOR PELAYANAN PERIZINAN

		KANTOR PELAYANAN PERIZINAN

		PURWANINGSIH

		510 088 662

		00.629.859.0.622.000

		0062200430



		26

		BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

		BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

		PRASETYO UTOMO

		510 130 996

		00.629.862.4.622.000

		0062200600



		27

		DINAS PERTANIAN

		DINAS PERTANIAN


KANTOR KETAHANAN PANGAN

		HARIADI WS

		510 134 330

		00.286.412.2.622.000

		0062278072



		28

		KANTOR PARIWISATA

		DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA

		WAHYUNI EKOWATI, BA 

		050 059 744

		00.286.130.0.622.000

		0062278293



		29

		DINAS PASAR

		DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET

		MUJIONO, SE

		510 076 395

		00.151.773.9.622.000

		0062336609



		30

		DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PERTAMBANGAN


DAN ENERGI  KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

		DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PERTAMBANGAN DAN ENERGI


KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

		M BETHA CANDRA PALUPI, ST 

		510 134 921

		00.286.400.7.622.000

		0062335467





WALIKOTA KEDIRI,


ttd


H.A. MASCHUT


